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ABSTRAK 
Nama :   Mutawaddiah 
Nim :   10200112001 
Judul    :  Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Persfektif Ekonomi Islam di Desa                         
Bajiminasa Bulukumba 
  
 
Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem pelaksanaan gadai 
tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba? Dan bagaimana 
pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat 
Desa Bajiminasa Bulukumba? 
Metode dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif. Dengan sumber data yang 
digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data menggunakan 
wawancara, dokumentasi dan observasi. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan 
metode deskriptif analisis.  
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan gadai tanah (sawah) di 
Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. 
Dan bila dilihat dari  rukun dan syarat gadai  sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari 
segi sighat (penentuan batas waktu) yang tidak dipermasalahkan. Sehingga 
mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam ekonomi Islam belum terpenuhi 
sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif 
Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi 
Islam.  
Implikasi dari penelitian ini adalah: 1) Hendaklah para pemuka masyarakat 
dalam hal ini adalah para ulama setempat, agar lebih sering memberikan pengarahan 
atau informasi mengenai pelaksanaan gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan 
tentang cara-cara bermuamalah secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat 
terhindar dari kesalahan. 2) Kepada Rahin dan Murtahin, selain kepercayaan yang 
mereka miliki bersama. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) 
menggunakan catatan yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris 
sebagai bukti otentik jika diantara mereka terjadi perselisihan. 3) Hendaknya dalam 
bertransaksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak ketiga (saksi) juga melibatkan 
pihak pemerintah seperti kepala desa dan mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, 
apabila terjadi perselisihan lebih mudah menyelesaikannya. 4) Sebagai bahan 
pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan oleh pembaca dalam 
melaksanakan gadai khususnya gadai tanah (sawah).   
 
Kata kunci: Gadai, gadai tanah, ekonomi Islam. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam 
masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya 
manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup 
bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak untuk 
mencukupkan bebutuhan-kebutuhan hidupnya. “Pergaulan hidup tempat setiap orang 
melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamalah.”1 
Masalah muamalah selalu dan terus berkembang, tetapi perlu diperhatikan 
agar perkembangan tersebut tidak menimbulkan kesulitan-kesulitan hidup pada pihak 
tertentu yang disebabkan oleh adanya tekanan-tekanan atau tipuan dari orang lain. 
Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong-
menolong, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang 
kurang mampu. Bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa 
juga dengan pinjaman. Dalam bentuk pinjaman, Islam menjaga kepentingan kreditur, 
jangan sampai ia dirugikan. Oleh sebab itu, ia diperbolehkan meminta barang dari 
debitur sebagai jaminan atas utangnya. Sehingga apabila debitur itu tidak mampu 
melunasi utangnya hingga waktu yang telah ditentukan, maka barang jaminan boleh 
dijual oleh kreditur. Konsep tersebut dalan fiqhi muamalah dikenal dengan istilah 
                                                          
1 Lihat, Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam), ed. 
Revisi, (Yokyakarta: UII Press, 2000) h. 11. 
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“rahn atau gadai.”2 Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) gadai adalah 
meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai 
tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak 
yang memberi pinjaman.  
Kenyataan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia hidup dan bermukim di 
daerah pedesaan dan menggantungkan hidup mereka disektor pertanian dan 
perkebunan. Pelaksanaan  gadai merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting 
dan sering digunakan dalam kehidupan masyarakat, meskipun masyarakat Indonesia 
mayoritas adalah umat Islam tetapi pada umumnya pemahaman mereka tentang 
bermuamalah yang sesuai dengan ekonomi Islam masih sangat minim. Hal ini 
dikarenakan adanya adat/kebiasaan yang berlaku pada masyarakat setempat. Tak 
terkecuali di Desa Bajiminasa Bulukumba, dimana dalam kehidupan masyarakatnya 
sudah terbiasa melakukan peraktek gadai tanah. 
Gadai dalam hukum adat dikenal istilah gadai tanah yang berbeda-beda di 
Indonesia, misalnya “di Jawa Barat dikenal dengan istilah Adol Sende, di 
Minangkabau disebut Menggadai, di Gorontalo disebut Monohuloo, di Sulawesi 
Selatan masyarakat menyebutnya Batu Ta’gala”,3 dan khususnya di Desa Bajiminasa 
Bulukumba masyarakat menyebutnya dengan istilah Sanra. 
 
                                                          
2 Muhammad Solikhul Hadi, Pegadaian Syariah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 1-3 
3 Siadari, Ray Pratama. “Pengertian Gadai Tanah Menurut Hukum Adat dan Menurut 
Undang-Undang Pokok Agraria”, Uzon.com, 12 Februari 2012. 
http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-gadai-tanah-menurut-hukum.html (19 Januari 
2016). 
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Pada Desa Bajiminasa, dalam kehidupan masyarakat tersebut praktek gadai 
sudah biasa dilakukan dalam kehidupannya. Khususnya mengenai gadai tanah 
(sawah) yang sering dilakukan oleh para petani. Dimana orang yang memiliki lahan 
atau sawah yang dia punyai. Kemudian tanah atau sawah tersebut berpindah tangan 
dengan diserahkan kepada pemberi hutang. Tanah  yang menjadi jaminan tersebut 
berada dalam penguasaan pemberi hutang sampai pelunasan hutang. Selama berada di 
tangan pemberi hutang, hak penggarapan dan penanaman tanah berada di tangan 
pemberi hutang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi 
hutang. Terkadang apabila hutang belum terlunasi mencapai waktu bertahun-tahun 
sehingga hasil keuntungan menggarap sawah itu sudah lebih besar dari nilai hutang 
yang dipinjamkan. Menurut pengamatan penulis, praktik gadai dalam masyarakat 
tersebut terdapat hal yang bisa menyebabkan penggadai rugi, karena penerima gadai 
seringkali mendapat keuntungan yang lebih besar dari pada uang yang dipinjamkan. 
Dari penomena tersebut peneliti tertarik mengambil judul skripsi tentang 
Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa 
Bulukumba. 
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B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus  
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pengertian judul dan permasalahan 
yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan secara singkat mengenai istilah 
dari kata yang digunakan dalam judul ini sebagaimana akan dijelaskan sebagai 
berikut: 
1. Definisi dari pelaksanaan menurut KBBI adalah proses; cara; perbuatan 
melaksanakan. Sedangkan menurut istilah, pelaksanaan adalah suatu tindakan 
atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan 
terperinci. Adapun yang dimaksud dengan pelaksanaan pada penelitian ini 
adalah penerapan atau pengaplikasian gadai tanah di Desa Bajiminasa 
Bulukumba. 
2. Gadai yaitu barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang. Adapun gadai  
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gadai tanah. 
3. Tanah yaitu permukaan bumi. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tanah 
yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi atau sawah. 
4. Perspektif yaitu cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar 
sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi; sudut pandang. Yang 
dimaksud dalam penelitian ini adalah ekonomi Islam. 
5. Ekonomi yaitu ilmu mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan konsumsi. 
6. Islam yaitu agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw. Berpedoman 
pada kitab suci Al-Qur’an yang diturunkan ke dunia melalui wahyu Allah swt. 
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C. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik pokok 
masalah, yakni sebagai berikut: 
1. Bagaimana sistem pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa 
Bajiminasa Bulukumba? 
2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah 
(sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba? 
D. Kajian Pustaka 
Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema mengenai gadai, diantaranya:   
1. Nur Asiah dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai 
(Rahin) dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata. Penelitian ini 
membahas tentang bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin bila 
ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana pemanfaatan barang gadai oleh rahin 
menurut Pasal 1150 KUH Perdata.  
2. Sinar Januar Muhfar dengan judul Pelaksanaan Gadai pada Cabang Pegadaian 
Syariah Sultan Hasanuddin Kabupaten Gowa. Penelitian ini membahas tentang 
pelaksanaan  gadai yang dilakukan di cabang Pegadaian Syariah Sultan 
Hasanuddin Kabupaten Gowa serta Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
terhadap gadai syariah. 
Berdasarkan kajian pustaka tersebut menunjukkan bahwa penelitian yang akan 
dilakukan penulis belum pernah ada yang membahasnya secara khusus, yaitu dengan 
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topik Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa 
Bajiminasa Bulukumba. Dengan menggunakan metode kualitatif. 
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada pada latar belakang, maka penelitian 
ini bertujuan untuk:  
1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa 
Bajiminasa Bulukumba. 
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan gadai tanah 
(sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Secara praktis diharapkan menjadi acuan bagi para pihak yang melakukan 
transaksi gadai di Desa Bajiminasa Bulukumba, terutama dalam hal transaksi 
gadai tanah (sawah) agar dapat menjalankan sesuai dengan ekonomi Islam. 
b. Dengan adanya penelitian tersebut semoga dapat menambah wawasan pembaca 
mengenai muamalah, khususnya dalam pelaksanaan gadai tanah (sawah). 
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BAB II 
TINJAUAN TEORETIS 
A.  Pengertian Gadai 
1. Pengertian Gadai Menurut Ekonomi Konvensional 
Gadai secara etimologi berarti tetap, kekal, dan jaminan. Gadai istilah hukum 
positif di Indonesia adalah apa yang disebut barang jaminan, agunan, rungguhan, 
cagar atau cagaran, dan tanggungan. Gadai merupakan perjanjian penyerahan barang 
untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Dalam 
terminologinya gadai mempunyai banyak pengertian dan pemaknaan. Definisi gadai 
secara umum diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata), yaitu:  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang 
bergerak yang bertumbuh maupun tidak bertumbuh yang diberikan kepadanya 
oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu hutang, dan 
yang akan memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapatkan 
pelunasan dari barang tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya 
terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah 
dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus 
didahulukan.4 
 
Dari definisi gadai tersebut terkandung adanya beberapa unsur pokok, yaitu: 
a. Gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasan atas barang gadai kepada 
kreditur pemegang gadai; 
b. Penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur; 
                                                          
4 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarata: Kencana, 2010), h. 387. 
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c. Barang yang menjadi obyek gadai hanya benda bergerak, baik bertubuh maupun 
tidak bertubuh; 
d. Kreditur pemegang gadai “berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai 
lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainya”.5  
KUH Perdata mengenal adanya hak kebendaan yang bersifat memberi 
kenikmatan dan hak kebendan yang bersifat memberikan jaminan, hak kebendan 
yang bersifat memberikan jaminan senantiasa tertuju pada benda milik orang lain, 
benda milik orang lain dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak.  
Untuk benda jaminan milik orang lain yang berupa benda bergerak maka hak 
kebendan tersebut adalah hak gadai, sedangkan benda jaminan orang lain yang 
berupa benda tidak bergerak maka hak kebendan tersebut adalah hak 
tanggungan.6 
 
Gadai merupakan suatu yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu  
barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau  oleh 
seorang yang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si 
berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan 
dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian hanya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya 
setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan. Hak gadai 
                                                          
5 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, (Semarang: Fakultas Hukum Undip, 2003), 
h.3. 
6 Purwahid Patrik dan Kashadi, Hukum Jaminan, h. 12 
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“diadakan untuk mencegah debitur untuk mengubah barang yang digadaikan, yang 
mana akan merugikan bagi pihak pemegang gadai”.7 
Hak gadai yang definisinya diberikan, adalah “sebuah hak atas benda bergerak 
milik orang lain”,8 yang maksudnya bukanlah untuk memberikan kepada orang yang 
berhak gadai itu (disebut: penerima gadai atau pemegang gadai) manfaat dari benda 
tersebut, tetapi hanyalah untuk memberikan kepadanya suatu jaminan tertentu bagi 
pelunasan suatu piutang (yang bersifat apapun juga) dan itu ialah jaminan yang lebih 
kuat dari pada jaminan yang memilikinya. 
Pada umumnya masyarakat memahami gadai sebagai barang jaminan atas  
utang. Dimana pihak yang satu membutuhkan pinjaman dan pihak yang satu 
membutuhkan barang sebagai jaminan, dan apabila si penggadai belum mampu 
melunasi utangnya maka barang jaminan tersebut masih tetap haknya si pemberi 
pinjaman hingga si penggadai melunasi utangnya.  
2. Pengertian Gadai Menurut Ekonomi Islam  
Gadai dalam bahasa Arab disebut Ar-Rahn. Ar-Rahn adalah “suatu jenis 
perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang”. 9  Gadai atau 
dalam bahasa arab rahn menurut arti bahasa berasal dari kata: “tsabata, yang artinya 
tetap; dama, yang artinya kekal atau langgeng; habasa, yang artinya menahan”.10 
                                                          
7 Eliset Sulisteni, Petunjuk Praktis Menyelesaikan Perkara Perdata, h. 159 
8 H.F.A. Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, h.310 
9 Rahmat Syafei, “Konsep Gadai; Ar-Rahn dalam Fikih Islam Antara Nilai Sosial dan Nilai 
Komersial” T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer III (Jakarta: Lembaga Studi Islam 
dan Kemasyarakatan, 1995) Cet. II,  h. 59. 
10 Ibrahim Anis, et.al., Al-Mu’jam Al-Wasith, Juz 2, Dar Ihya’ At-Turats Al-Arabiy, kairo, cet. 
II,1972, h. 378. 
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Pengertian “tetap” dan “kekal” yang dimaksud adalah merupakan makna yang 
tercakup dalam kata al-habsu, yang berarti menahan”11. Kata ini merupakan makna 
yang menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang.  
Pengertian gadai (rahn) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, 
kekal dan menahan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah 
harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil kembali 
sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus. Namun, pengertian gadai yang terungkap 
dalam Pasal 1150 Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang 
diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas sesuatu barang bergerak, yaitu 
barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang 
mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, 
makna gadai (rahn) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai 
barang jaminan, anggunan dan rungguhan.  
Sedangkan pengertian gadai atau rahn  menurut istilah syara’ adalah: 
a. Hanafiah, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq, definisi gadai  (rahn) sebagai 
berikut: 
Sesungguhnya gadai adalah menjadikan benda yang memiliki nilai harta dalam 
pandangan syara’ sebagai jaminan untuk utang, dengan ketentuan 
dimungkinkan untuk mengambil semua utang, atau mengambil sebagiannya 
dari benda (jaminan) tersebut.12  
 
                                                          
11 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut : dar Al-Fikr, 2002), Jilid 4, h. 
4204. 
12 Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, (Beirut : Dar Al-Firk, 1981) cet. III, h. 187. 
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b. Syafi’iyah, sebagaimna dikutip oleh Wahbah Zuhaili, memberikan definisi gadai  
(rahn) sebagai berikut:  
Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, di mana 
utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika 
pelunasannya mengalami kesulitan.13 
 
c. Hanabilah memberikan definisi rahn sebagai berikut : 
Gadai adalah harta yang dijadikan sebagai jaminan untuk utang yang bisa 
dilunasi dari harganya, apabila terjadi kesulitan dalam pengembaliannya dari 
orang yang berutang.14 
 
d. Malikiyah memberikan definisi gadai (rahn) sebagai berikut :  
 “Gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya 
sebagai jaminan untuk utang yang tetap (mengikat) atau menjadi tetap”.15 
Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan oleh para ulama mazhab  
tersebut dapat dikemukakan bahwa dikalangan para ulama tidak terdapat perbedaan 
yang mendasar dalam mendefinisikan gadai (rahn). Dari definisi yang dikemukakan 
tersebut dapat diambil kesimpulkan bahwa gadai (rahn) adalah menjadikan suatu 
barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan 
dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang 
yang dijadikan jaminan dalam ar-rahn.  
Apabila uang hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, 
maka sisanya harus dikembalikan kepada pengutang, namun bila kurang dari 
                                                          
13 Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989) cet. 
III, h. 180 
14 Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5. 
15 Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5. h. 181 
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jumlah utang, pihak pengutang harus menambahinya agar utang tersebut 
terbayar lunas.16  
 
Dari pengertian gadai (rahn) tersebut, maka tampak bahwa fungsi dari akad 
perjanjian antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjam uang adalah untuk 
memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang 
dipinjamkan. Karena itu, gadai pada prinsipnya merupakan suatu kegiatan utang 
piutang yang murni berfungsi sosial, sehingga dalam buku fiqh mu’amalah akad ini 
merupakan “akad tabarru atau akad tolong menolong  yang tidak mewajibkan 
imbalan”.17   
Adapun menurut istilah, pengertian ar-rahn adalah sebagai berikut :  
a. Menurut Sayyid Sabiq Ar-Rahn adalah “menahan salah satu hak milik si peminjam 
sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya”18. Barang yang ditahan tersebut 
memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh 
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutang. Secara 
sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah jaminan utang atau gadai.  
b. Menurut Rahmat Syafi’i Gadai merupakan “hak menahan terhadap sesuatu barang 
dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut”.19  
c. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Gadai adalah suatu hak yang 
diperoleh seorang yang berpiutang atau barang bergerak, yang diserahkan 
kepadanya oleh seorang berhutang oleh seorang lainnya atas namanya, dan yang 
                                                          
16 Imam Mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 193 
17 Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5. h. 128. 
18 Sayyid bin Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Juz 3, (Beirut : Dar Al-Firk, 1981) cet. III, h. 193. 
19 Rahmat Syafei, Fikih Muamalah (Bandung: Pustaka Setia, 1991), h. 159. 
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memberikan kekuasaan kepada si piutang lainnya dengan pengecualian untuk 
biaya pelelangan barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk biaya-biaya 
mana yang didahulukan.  
Dari beberapa definisi tersebut, penulis dapat menyimpulkan pengertian gadai 
adalah pinjam meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dan menyerahkan barang 
yang bernilai sebagai jaminan utang. Jika hutang telah sampai dalam jangka waktu 
yang telah ditentukan dan peminjam tidak bisa membayar hutangnya, maka barang 
tersebut menjadi hak milik yang memberi pinjaman sebagai barang pengganti atas 
uang pinjamannya.  
B. Dasar Hukum Gadai 
Dasar hukum yang menjadi landasan diperbolehkannya praktek hutang 
piutang dengan jaminan (gadai), antara lain terdapat dalam Al-Qur’an, Hadis 
Rasullulah saw., Ijma’ Ulama, Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan KUH Perdata 
yang dijelaskan sebagai berikut:  
1. Al-Qur’an  
QS Al Baqarah/2: 283. yang digunakan sebagai dasar dalam membangun 
konsep gadai adalah sebagai berikut : 
     
   
    
   
   
   
    
    
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    
    
    
 
Terjemahnya: 
“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 
kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 
menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya; dan janganlah kamu (saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 
barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 
yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”20. 
 
Pengertian yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah Allah swt. 
memerintahkan pada seseorang yang mengadakan perjanjian hutang piutang dengan 
orang lain yang tidak (mampu) menulis sendiri, maka hendaknya orang yang 
berhutang memberikan sesuatu barang yang berharga yang dimilikinya sebagai 
jaminan atas hutangnya. Hal ini dapat dimaksudkan agar orang yang mengutangkan 
tidak akan mengalami kerugian. Pada ayat tersebut disebutkan, menyerahkan barang 
tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan utangnya tersebut. Hal itu 
untuk menanamkan rasa percaya, karena dalam perjalanan tidak akan mendapatkan 
seorang penulis yang akan mencatat perjanjian tersebut. Dengan demikian menurut 
pendapat tersebut, yang menjadi syarat sahnya perjanjian hutang piutang baik dalam 
perjalanan maupun keadaan mukim adalah “adanya suatu barang yang bernilai 
menurut pandangan syara’ yang dijadikan sebagai jaminan hutang”.21  
                                                          
20 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/penafsir Al-Qur’an, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 49. 
21  Abdul Aziz Salim Basyarahil, Tafsir fi Zhilalih Quran di Bawah Naungan Al Quran 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 301. 
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2. Hadis 
Hadis Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam 
membuat rumusan gadai adalah hadis Nabi Muhammad saw. antara lain: 
a. Hadis Anas ibn Malik: 
  عْرِد َمَّلَسَو ِهَْيلَع ُالله ىَّلَص ِالله ُلْوُسَر ََنهَر :َلَاق ٍَسَنا ْنَع َدْنِع ا ِب ّيِدُْوَهي  ُهْنِم َذََخأَو َِةنْيِدَمْلا  اَرْيِعَش
.ِِهلَْهِلِ 
Artinya:  
Dari Anas ia berkata: Rasulullah Saw. menggadaikan baju perang kepada 
seorang Yahudi itu beliau mengambil sya’ir (jagung) untuk keluarganya. (HR. 
Ahmad, Al-Bukhari, Nasa’I, dan Ibnu Majah)22 
 
Hadis tersebut menyatakan bahwa menggadaikan harta adalah dibenarkan. 
Dan menyatakan kita boleh  mengadakan muamalah (perjanjian) dengan orang kafir, 
boleh menggadaikan alat perang (baju besi) kepada orang zimmi (orang kafir yang 
mendapat perlindungan), dan boleh membeli sesuatu dengan menangguhkan 
pembayaran.  
b. Hadis Aisyah ra: 
 َو َع ْن  َع ِئا َش َة  َأ َّن َّنلا ِب َّي  َص َّلى  ُالله  َع َل ْي ِه  َو َس َّل ْم  ِا ْش َت َر َط ى َع  ما ِم ا ْن  َي ُه ْو ِد  ي،  ِإ َل َأ ى َج ٍل  َو َر َه َن ُه  ِد ْر َع ِم ا ْن 
 َح ِد ْي ٍد. 
Artinya :  
Dari Aisyah bahwa Nabi saw. membeli makanan dari seorang Yahudi yang 
harganya akan dibayarkan dalam satu jangka waktu tertentu. Sebagai jaminan 
                                                          
22 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, h. 351. 
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Nabi menggadaikan baju besi beliau. (HR. Al-Bukhary, Muslim; Al-Muntaqa 2: 
360)23 
 
Hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi saw. pernah membeli sesuatu pada 
orang Yahudi, dan menggadaikan baju besinya sebagai agunan (jaminan). 
  َو ِف ْي  َل ْف ٍظ : ُت ُو  ف َي  َو ِد ْر ُع ُه  َم ْر ُه ْو َن  ة  ِع ْن َد  َي ُه ْو ِد  ي  ِب َث َل ِث ْي َن  َص  عا ِم ا ْن  َش ِع ْي ٍر .  
Artinya :  
Dan dalam redaksi yang lain: “Nabi wafat, sedangkan baju perangnya 
digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh liter (sha’) sya’ir 
(jangung). (HR. Al-Bukhari dan Muslim).24 
 
Hadis tersebut menyatakan bahwa Nabi saw. pernah menggadaikan barang 
miliknya kepada orang Yahudi untuk mendapatkan tiga puluh gantang syair. Fakta ini, 
menunjukkan bahwa kita boleh mengadaikan barang milik pada saat berada di 
kampung dan boleh mermuamalah dengan orang zimmi. 
Jumhur ulama ulama menetapkan bahwa kita boleh mengadaikan barang milik 
kita, tidak saja di dalam safar, bahkan boleh dilakukan sewaktu berada di kampung. 
Mujahid dan Adh-Dhahhak berpendapat, bahwa menggadaikan barang hanya 
dibolehkan pada saat kita berada dalam safar, disaat tidak ada saksi ataupun orang 
yang menulis surat gadai.  
Seluruh ulama menetapkan bahwa menggadaikan barang dibolehkan, 
sebagaimana sah perbuatan hukum ini dengan perjalanan safar sesuai bunyi ayat, 
hanyalah perbuatan itu lazim dilakukan di saat seseorang bersafar, dan tidak dapat di 
jadikan dalil yang melarang perbuatan itu dilakukan di kampung halaman. Hadis ini 
                                                          
23  Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Koleksi Hadits-hadits Hukum, jilid 3, 
(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2011), h. 335 
24 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, Nayl Al-Authar, Juz 5, Dar Al-Fikr, h. 351. 
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juga menegaskan bahwa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir terhadap benda-
benda yang tidak diharamkan. Kita juga “boleh menggadaikan barang perang kepada 
ahludz dzimah, tetapi tidak boleh kepada musuh (ahlul harb)”.25 
3. Ijma’ Ulama  
Jumhur ulama menyepakati kebolehan hukum gadai. Hal dimaksud, 
berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya 
untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil 
indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut ketika beliau beralih dari yang 
biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa 
hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan 
para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan 
Nabi Muhammad saw. kepada mereka. Ijtihad berkaitan dengan praktek hutang 
pihutang dengan jaminan (gadai) seperti timbulnya persoalan tentang adanya siapa 
yang menanggung biaya pemeliharaan barang jaminan (marhun) selama berada pada 
pihak yang memberi piutang (murtahin). Oleh karena itu, para fuqoha’ berusaha 
merumuskan ketentuan-ketentuan dalam hutang piutang dengan jaminan (gadai) 
tanpa keluar dari aturan hukum Islam. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing 
pihak yang melibatkan dirinya pada perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) 
tidak saling merugikan atau terdapat unsur-unsur yang menimbulkan kemudharatan. 
Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang itu merupakan 
                                                          
25 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, h. 335-336 
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“hasil ijtihad para fuqoha’, antara lain tentang rukun dan syarat-syarat dalam 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai)”.26 
4. Fatwa Majelis Ulama Indonesia  
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 
menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya 
dikemukakan sebagai berikut: 
Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn  
yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai 
jaminan utang dalam bentuk rahn dibolehkan, dan Fatwa DSN-MUI No: 
26/DSN-MUI/III/2002 tentang  gadai emas.27 
 
5. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
a. Pasal 1150, yang berisi: 
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatubarang bergerak, yang 
diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas 
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil 
pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; 
dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan 
mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang 
dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan.28  
 
b. Pasal 1151, yang berisi:  
“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk 
membuktikan perjanjian pokoknya”.29 
 
                                                          
26 Imam Abi Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Mughiram Bin Bardizbah Al-
Bukhari Al-Ju’fiy, Shahih Al-Bukhari, (Dar Al-Fikr, 1983), Juz 3, h. 116. 
27Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Jakarta: Kencana, 2010), h. 389. 
28 Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA 
Perdata (KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata) (Jakarta: Visimedia, 2015), h.307 
29 Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA 
Perdata (KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata), h.308 
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c. Pasal 1152, yang berisi:  
Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul 
dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang 
memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur.  
Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun 
bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk 
menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah 
kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.  
Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang 
itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak 
orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya 
kembali.30 
 
C. Rukun dan Syarat Gadai  
Gadai memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih. 
Rahin  adalah orang yang memeberikan gadai; murtahin adalah orang yang menerima 
gadai; marhun  atau  rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang; dan 
marhun bih adalah utang. Akan tetapi, untuk menetapkan rukun gadai, Hanafiah tidak 
melihat kepada keempat unsur tersebut, melainkan melihat kepada pernyataan yang 
dikeluarkan oleh para pelaku gadai, yaitu rahin dan murtahin.  Oleh karena itu, 
seperti halnya dalam akad-akad yang lain, Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai 
adalah “ijab  dan kabul yang dinyatakan oleh rahin dan murtahin”. 31 
 
 
 
                                                          
30 Tim Visi Yustisia, KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata & KUHA 
Perdata (KitabUndang-Undang Hukum Acara Perdata), h.308 
31 Wahba Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 5, (Damaskus: Dar Al-Fikr,1989), h. 
183 
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1. Rukun Gadai 
Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu:32 
a. Aqid ialah “orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu rahin dan 
murtahin adalah ahliyah (kecakapan)”.33   
b. Shighat yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai dengan 
penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad (contract).  
c. Marhun  yaitu barang yang dijaminkan (digadaikan), dan 
d. Marhun bih yaitu dana atau uang yang diperoleh rahin (pemberi gadai) dari 
murtahin (penerima gadai). 
2. Syarat-Syarat Gadai 
 Syarat-syarat gadai antara lain:  
a. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum menurut pengertian bahwa pihak 
rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil 
baliqh, berakal sehat dan mampu melakukan akad.  
b. Sighat, ijab dan qabul, ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah 
seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, 
sedangkan qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang 
diucapkan setelah adanya ijab. Syarat sighat tidak boleh terikat dengan syarat 
tertentu dan waktu yang akan datang.  
 
                                                          
32 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, Ed. 1, cet. 1 (Jakarta: Amzah, 2010), h. 290 
33 Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahimbin Mughiram bin Bardizbah Al-
Bukhari Al-Ju’fiy., Op. Cit., h. 116. 
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c. Utang (marhun bih)  
Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa:  
1) Utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar kepada pihak 
yang memberi piutang;  
2) Merupakan barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah;  
3) Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.  
d. Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, 
sebagai jaminan utang (barang gadai). 
Para ulama menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah 
syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjualbelikan, yang ketentuannya 
adalah :  
1) Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam;  
2) Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utangnya;  
3) Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik);  
4) Agunan itu milik sah debitur;  
5) Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang lain, baik 
sebagian maupun seluruhnya);  
6) Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada dibeberapa tempat;  
7) Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun 
manfaatnya.34 
 
Barang yang digadaikan, aturan pokok dalam madzhab Maliki tentang 
masalah ini adalah gadai dapat dilakukan pada semua barang, pada berbagai macam 
jual beli, kecuali jual beli mata uang asing (sharf) dan pokok modal. Dapat 
disimpulkan bahwa “barang yang akan digadaikan harus jelas dan bisa diserah 
                                                          
34 Lihat, Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan, 
(Jakarta: Bank Indonesia dan Tazkia Institute, 2001), h. 21 
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terimakan setelah terjadi kesepakatan antara penggadai (rahin) dan penerima gadai 
(murtahin)”.35 
Menurut golongan Malikiyah mengemukakan bahwa syarat yang harus 
dipenuhi dalam praktek gadai antara lain:  
1. Syarat yang berhubungan dengan kedua belah pihak yang melakukan akad 
(rahin dan murtahin),  
Perjanjian hutang pihutang dengan jaminan dianggap sah jika subjeknya 
memenuhi syarat yang sesuai dengan tindakan hukum, seperti jual beli, sewa 
menyewa, dan lain-lain. Setiap orang mampu melakukan akad jual beli secara sah dan 
benar, transaksi akan dianggap sah apabila dalam perjanjian hutang piutang terdapat 
barang jaminan (gadai), oleh karena itu syarat yang berlaku dalam jual beli sama 
dengan syarat-syarat yang terjadi dalam perjanjian hutang piutang dengan jaminan 
(gadai).  
Syarat-syarat hutang piutang dengan jaminan (gadai) adalah mumayyiz dan 
berakal sehat. Anak kecil yang belum mumayyiz ataupun orang yang lemah akalnya, 
apabila akan melakukan perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) maka 
harus sepengetahuan walinya.  
2. Syarat-syarat yang berhubungan dengan barang jaminan (marhun),  
Syarat barang yang boleh dijadikan jaminan hutang, seperti dalam transaksi 
jual beli antara lain barang yang boleh (sah) dijadikan objek jual beli, diperbolehkan 
                                                          
35 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, Juz III, ahli bahasa Abdurrahman, dkk, (Semarang: Asy-
Syiyfa, 1990), h. 304-306. 
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juga sebagai jaminan hutang piutang dengan jaminan (gadai), begitu pula sebaliknya. 
Oleh karena itu tidak diperbolehkan memberikan jaminan hutang dalam wujud 
barang najis seperti anjing, babi, dan lain-lain. Dan juga tidak diperbolehkan 
menjadikan barang jaminan yang belum jelas wujudnya seperti anak binatang yang 
masih dalam kandungan induknya, buah-buahan yang belum masak (belum jelas 
hasilnya). 
3. Syarat-syarat yang berhubungan dengan hutang piutang dengan jaminan.  
Hutang disyaratkan sudah jelas dan tetap, baik hutang tersebut dilakukan atau 
diberikan seketika ataupun pada waktu yang akan datang. Oleh karena itu, hutang 
dianggap sah apabila seorang mengadakan akad perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan pada mengupahnya yang pemberian upah dari seseorang kepada orang lain 
atas jasa yang diberikan.  
4. Syarat yang berhubungan dengan transaksi (akad),  
Akad perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) tidak ditetapkan suatu 
syarat yang bertentangan dengan tujuan akad perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan (gadai) itu sendiri. Misalnya dalam perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan (gadai) menghendaki apabila barang jaminan telah diberikan kepada pihak 
pemberi hutang tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang jaminan harus dijual.  
Kemudian jika pihak penerima hutang mensyaratkan barang jaminan tersebut 
tidak barada di tangan pemberi hutang atau apabila hutang tidak dilunasi maka 
barang jaminan tidak boleh dijual dan syarat seperti ini akan bertentangan 
dengan akad perjanjian hutang piutang dengan menggunakan jaminan (gadai) 
dan akan dianggap batal.36 
                                                          
36 Abdurrahman Aljaziri, Kitabul Fiqh fi Mazhzbi Al-Arbaah, (Beirut: Dar Al Fikr), h. 320 
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Menurut golongan Hanafiah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada tiga macam, yaitu :  
1. Syarat terjadinya hutang piutang dengan jaminan (gadai) yaitu suatu yang 
dijadikan jaminan dalam bentuk barang yang bernilai menurut syarat dan 
hutang benar-benar telah diterima oleh pihak yang berhutang dengan jaminan 
(gadai) sebagai ganti dari barang jaminan.  
2. Syarat sahnya atau diperbolehkan perjanjian hutang piutang dengan jaminan 
(gadai) ada tiga macam, yaitu :  
a. Berkaitan dengan akad, ada dua macam, yaitu :  
1) Hendaknya syarat tidak berkaitan dengan akad,  
2) Tidak disandarkan pada waktu tertentu.  
b. Berkaitan dengan jaminan (gadai) ada lima macam, yaitu :  
1) Barang jaminan harus jelas (tertentu),  
2) Barang jaminan berada dalam kekuasaan pihak pemberi piutang degan jaminan 
(murtahin) setelah  ia terima,  
3) Barang jaminan (gadai) terlepas dengan pihak rahin (pihak yang berhutang 
dengan jaminan),  
4) Barang jaminan (gadai) bukan barang najis,  
5) Barang jaminan (gadai) tidak termasuk barang yang tidak bisa diambil 
manfaatnya oleh umum (mubahat amah) yang tidak berkaitan dengan hak milik 
seseorang.  
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c. Yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad (aqid), yaitu berakal sehat. 
3. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), yaitu barang jaminan hutang (gadai) 
telah diterima oleh pemberi piutang (murtahin) pihak yang berhutang dengan 
jaminan (rahin) masih diperbolehkan menarik atau mencabut kembali 
perjanjian hutang piutangnya (akad gadainya).37  
Menurut golongan As-Syafi’iyyah, syarat yang harus dipenuhi dalam 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu :  
1. Syarat tetapnya barang jaminan (gadai), artinya barang jaminan telah diterima 
oleh pihak pemberi hutang (murtahin).  
2. Syarat sahnya perjanjian hutang dengan jaminan ada empat macam, yaitu :  
a. Syarat yang berkaitan dengan akad, yaitu hendaknya tidak dikaitkan dengan syarat 
yang dikehendaki oleh akad ketika jatuh tempo, karena dapat membatalkan 
perjanjian (akad gadai).  
b. Syarat yang berkaitan dengan aqid (pihak yang mengadakan transaksi), yaitu rahin 
dan murtahin yang cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta berakal. 
Namun atas pertimbangan tertentu wali boleh mengadakan perjanjian hutang 
piutang dengan jaminan (gadai) terhadap harta anak yang dalam penguasaannya 
seperti :  
1) Dalam keadaan darurat yang sangat menghendaki dilakukan perjanjian hutang 
piutang dengan jaminan,  
                                                          
37 Abdurrahman Aljaziri, h. 324-328 
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2) Pelaksanaan hutang piutang dengan jaminan (gadai) mengandung kemaslahatan 
terhadap anak atau orang. 
c. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (marhun) antara lain :  
1) Pihak yang berhutang dengan jaminan (rahin) mempunyai hak kuasa atas 
barang yang dijadikan jaminan hutang (marhun),  
2) Sesuatu yang dijadikan jaminan hutang berupa barang,  
3) Barang yang dijadikan jaminan hutang (marhun) bukan barang yang cepat 
rusak, artinya barang tersebut dimungkinkan rusak setelah jatuh tempo,  
4) Barang yang dijadikan sebagai barang jaminan hutang adalah barang suci,  
5) Barang yang dijadikan barang jaminan hutang dapat diambil manfaatnya 
menurut syarat meskipun pada saat yang akan datang.  
d. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menjadi sebab diadakannya perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (marhun bih) ada empat macam, yaitu :  
1) Penyebab diadakannya akad gadai adalah hutang,  
2) Hutang yang diterima pihak yang berhutang dengan jaminan sudah tetap,  
3) Hutang itu tetap seketika atau yang akan datang oleh karenanya sah pada akad 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan sebab harga dalam masa khiyar 
4) Hutang itu telah diketahui berupa “benda, jumlah, dan sifatnya”.38  
Menurut golongan Hambaliyah, syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (gadai) ada dua macam, yaitu : 
                                                          
38 Abdurrahman Aljaziri, h. 328 – 330.  
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1. Syarat tetap (mengikat), yaitu barang yang dijadikan jaminan hutang telah 
diterima oleh pihak yang memberi piutang.  
2. Syarat sahnya perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) terdapat empat 
macam, yaitu :  
a. Syarat yang berkaitan dengan akad,  
b. Syarat yang berkaitan dengan pihak yang melakukan akad,  
c. Syarat yang berkaitan dengan barang jaminan hutang (marhun),  
d. Syarat yang berkaitan dengan hutang yang menyebabkan dilakukannya perjanjian 
hutang piutang dengan jaminan (marhun bih).  
Dari pendapat beberapa ulama tersebut, pada dasarnya pendapat mereka 
memiliki kecenderungan yang sama artinya pendapat mereka tentang syarat-syarat 
perjanjian hutang piutang dengan jaminan (gadai) dan tentang syarat bagi aqid (rahin 
dan murtahin), marhun (barang jaminan), hutang (marhun bih), akad (marhun alaih). 
Akan tetapi diantara beberapa pendapat yang ada di atas, pendapat dari golongan As-
Syafi’iyyah-lah yang “memberikan syarat-syarat perjanjian hutang piutang dengan 
jaminan yang lebih terperinci dan lebih sempurna”.39 
 
 
 
 
 
                                                          
39 Abdurrahman Aljaziri, h. 330 – 331. 
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D. Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai  
1. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)  
Hak penerima gadai (murtahin), antara lain:  
a. Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi 
kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (marhun) 
dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan 
kepada rahin. 
b. Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan 
untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (marhun).  
c. Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan 
harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (rahin).  
Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus 
dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut :  
1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda 
gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.  
2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan 
pribadinya.  
3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum 
diadakan pelelangan harta benda gadai.  
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2. Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)  
Hak pemberi gadai (rahin) antara lain :  
a. Pemberi gadai (rahin) berhak mendapatkan pengembalian harta benda yang 
digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.  
b. Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/atau hilangnya harta 
benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.  
c. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah 
dikurangi biaya pinjaman dan biaya-baiaya lainnya.  
d. Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai 
diketahui menyalahgunakan harta benda gadaiannya.  
Berdasarkan hak-hak pemberi gadai tersebut, maka muncullah kewajiban 
yang harus dipenuhi, yaitu :  
1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam 
tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan 
oleh penerima gadai. 
2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya, bila 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi 
uang pinjamannya.  
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E. Pemanfaatan Barang Gadai 
Para ulama mempunyai perbedaan pendapat berkenaan dengan pemanfaatan 
barang gadai, yaitu sebagai berikut:  
1. Pendapat Ulama Syafi’iyah  
Menurut ulama Syafi’iyah, seperti yang dikutip oleh Chuzaimah T Yanggo dan 
Hafiz Anshari bahwa yang mempunyai “hak atas manfaat harta benda gadai (marhun) 
adalah pemberi gadai (rahin) walaupun marhun itu berada di bawah kekuasaan 
penerima gadai (murtahin)”. 40  
Dasar hukum hal dimaksud adalah hadist Nabi Muhammad saw.  sebagai 
berikut :  
a. Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:  
 َع ْن َأ  ِب ُه ي َر ْي َر َة  َر ِد َي  ُالله  َع ْن ُه  َق َلا : َأ َّن  َر ُس ْو ُل  ِالله  َص َّل ُالله ى  َع َل ْي ِه  َو َس َّل ْم  َق َلا َّرلا : ْه ُن  َم ْح ُل ْو  ب 
 َو َم ْر ُك ْو  ب 
 
Artinya:  
Dari Abu Hurairah ra. Berkata bahwasannnya Rasullullah saw. Bersabda: Barang 
jaminan itu dapat  diperah susunya dan boleh ditunggangi/dikendarai.41 
 
Menurut Syafi’iyah, dari hadis tersebut rahin boleh mengambil manfaat atas 
barang gadai, asal tidak mengurangi nilai marhun (borg). Misalnya, menggunakan 
kendaraan yang menjadi borg untuk mengangkut barang. Hal itu karena “manfaat 
                                                          
40 Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Edisi 
Ke-3, (Jakarta : LSIK, 1997),  h. 333. 
41 Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, nayl Al-Authar, Juz 5 (Damaskus: Dar Al-Fikr, t.t), h. 
353 
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barang gadai dan pertambahannya merupakan hak milik rahin, dan tidak ada 
kaitannya dengan utang”.42 
b. Hadist Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:  
 َع ْن َأ  ِب ُه ي َر ْي َر َة  َر ِد َي  ُالله  َع ْن ُه  َق َلا َل : ُي  ْغ َل ُق  َّرلا ْه ُن  ِم ْن  َص ِحا ِب ِه  َّلا ِذ ْي  َر َه َن ُه َُهل ، ِهَْيلَعَو ُهُمْنُغ ُهُمْرُغ  
Artinya:  
Dari Abi Huraira Nabi Muhammad saw. Bersabda: barang gadai tidak boleh 
dilepaskan dari si pemiliknya, ia (rahin) bertanggung jawab atas kerusakan dan 
biayanya.43 
 
Berdasarkan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa marhun itu hanya 
sebagai jaminan atau kepercayaan atas murtahin. Kepemilikan marhun tetap melekat 
pada rahin. Oleh karena itu manfaat atau hasil dari marhun itu tetap berada pada 
rahin kecuali manfaat atau hasil dari marhun itu diserahkan kepada murtahin. Selain 
itu, perlu diungkapkan bahwa pemanfaatan marhun oleh murtahin yang 
mengakibatkan turun kualitas marhun tidak dibolehkan kecuali diizinkan oleh rahin.  
2. Pendapat Ulama Malikiyah  
Ulama Malikiyah berpendapat seperti yang dikutip oleh Muhammad 
Sholikhul Hadi bahwa penerima harta benda gadai (murtahin) hanya dapat 
memanfaatkan harta benda barang gadaian atas izin dari pemberi gadai dengan 
persyaratan berikut :  
a. Utang disebabkan dari jual beli, bukan karena mengutangkan. Hal itu terjadi 
seperti orang menjual barang dengan harta yang tangguh, kemudian orang itu 
                                                          
42 Wahbah Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adilatuh, Juz 5, h. 253-255 
43  Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani, Subul As-Salam, Juz 3, cet. IV (Mesir: Maktabah 
Mushthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1960), h. 52 
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meminta gadai dengan suatu barang sesuai dengan utangnya maka hal ini 
diperbolehkan.  
b. Pihak murtahin mensyaratkan bahwa manfaat dari harta benda gadaian 
diperuntukkan pada dirinya.  
c. Jika waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan “harus ditentukan apabila 
tidak ditentukan batas waktunya maka menjadi batal”. 44 
Pendapat tersebut, berdasarkan hadist Rasullullah saw, sebagai berikut: 
 َّلَص ِالله ُلْوُسَر ََّنأ :َلَاق ُهْنَع ُالله َيِدَر َةَرْيَُره ِيَبأ ْنَع ُالله ى َع َّلَسَو ِهَْيل ُنْه َّرلا :َلَاق ْم ْوُكْرَم  ب 
 َو  بُْولْحَم 
Artinya :  
Dari Abu Hurairah ra. Berkata, bahwasannya Rasulullah saw.  bersabda: 
Barang jaminan itu dapat ditunggangi dan diperah susunya.  
 
3. Pendapat Ulama Hanabilah  
Menurut pendapat ulama Hanabilah, persyaratan bagi murtahin untuk 
mengambil manfaat harta benda gadai yang bukan berupa hewan adalah: 
a. Ada izin dari pemilik barang,  
b. Adanya gadai bukan karena mengutangkan.  
Apabila harta benda gadai berupa hewan yang tidak dapat diperah dan tidak 
dapat ditunggangi, maka boleh menjadikannya sebagai khadam. Hal ini berdasarkan 
hadis Nabi saw.:  
                                                          
44 Muhammad dan Sholikhul Hadi, Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian 
Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 70. 
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 َناَك اَِذإ ِِهَتَقَفِنب ُبَكُْري ُنْه َّرلا  َلَو ا نُوهْرَم َرُْشي  رَّدلا َُنب َِنب ُباَِذإ ِِهَتَقف  َّلا َىلَعَو ا نُوهْرَم َناَك ُبَكَْري يِذ
 َُةَقفَّنلا ُبَرَْشيَو 
Artinya: 
Rahn (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Susu 
hewan menyusui diminum, dengan sebab nafkah apabila digadaikan. Bagi yang 
menungganginya wajib dan meminum susunya wajib memberi nafkah. (HR. 
Al-Bukhari)45 
 
Hadist Nabi Muhammad saw, tersebut dijadikan dasar hukum kebolehan 
murtahin mengambil manfaat dari barang gadai (marhun).  
Kebolehan murtahin memanfatkan harta benda gadai atas seizin pihak rahin, 
dan nilai pemanfatannya harus disesuaikan dengan biaya yang telah dikeluarkannya 
untuk marhun didasarkan atas hadist Nabi Muhammad saw sebelumnya.  
4. Pendapat Ulama Hanafiyah  
Menurut ulama Hanafiyah, tidak ada perbedaan antara pemanfatan barang 
gadai yang mengakibatkan kurangnya harga atau tidak. Menurutnya, sesuai dengan 
fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi 
penerima gadai (murtahin). Apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh 
penerima gadai (murtahin) maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, 
padahal barang itu memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat 
mendatangkan “kemudharatan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai 
(rahin)”.46  
                                                          
45 Imam mustofa, Fiqih Mu’amalah Kontemporer,( Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 201 
46  Muhammad dan Sholikhul Hadi Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi 
Pegadaian Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.  
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Lain halnya pendapat Sayyid Sabiq, memanfaatkan barang gadai tidak 
diperbolehkan meskipun seizin orang yang menggadaikan. Tindakan orang yang 
memanfaatkan barang gadai tidak ubahnya qiradh, dan setiap bentuk qiradh yang 
mengalir manfaat adalah riba. Kecuali barang yang digadaikan adalah hewan ternak 
yang bisa diambil susunya. “Pemilik barang memberikan izin untuk memanfaatkan 
barang tersebut, maka penerima gadai boleh memanfaatkannya”.47 
Dari beberapa pendapat ulama yang diungkapkan tersebut mempunyai dasar 
hukum yang sama. Namun mempunyai penafsiran yang berbeda-beda, pendapat 
Muhammad dan Sholikul Hadi mempunyai pendapat yang lain, tetapi tetap menjadikan 
dasar hukum pada hadist yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu fungsi dari barang 
gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan kepercayaan bagi penerima gadai 
(murtahin) sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai 
(murtahin). Namun, bila rahin ingin memanfaatkan marhun harus seizin murtahin.  
Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kekuasaan pemanfaatan marhun berada 
pada murtahin selama utang rahin belum dilunasi kepada murtahin.  Dari pendapat 
Muhammad dan Sholikul Hadi tersebut, yang menjadi kenyataan hukum dalam praktek 
pelaksanaan gadai pada umumnya “baik gadai kendaraan bermotor, rumah, toko, 
empang, sawah, kebun maupun yang lainnya”.48  
 
 
                                                          
47 Muhammad dan Sholikhul Hadi, h. 76 
48 Muhammad dan Sholikhul Hadi,  h. 76 
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F. Berakhirnya Akad Gadai 
Akad gadai berakhir karena hal-hal berikut ini: 
1. Diserahkannya barang gadai (borg) kepada pemiliknya. Menurut jumhur ulama 
selain Syafi’iyah, akad berakhir karena diserahkannya borg kepada pemiliknya 
(rahin). Hal ini oleh karena gadai merupakan jaminan terhadap utang. Apabila 
borg diserahkan kepada rahin, maka jaminan dianggap tidak berlaku, sehingga 
akad gadai menjadi berakhir. 
2. Utang telah dilunasi seluruhnya. 
3. Penjualan secara paksa. Apabila utang telah jatu tempo maka murtahin bisa 
menjual borg. Apabila rahin tidak mau menjual hartanya (borg) maka hakim 
yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). Dengan telah dilunasinya 
utang tersebut, maka akad gadai telah berakhir. 
4. Utang telah dibebaskan oleh murtahin dengan berbagai macam cara, termasuk 
dengan cara hiwalah (pemindahan utang kepada pihak lain).  
5. Gadai telah di-fasakh (dibatalkan) oleh pihak murtahin, walaupun tanpa 
persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai 
tetap berlaku dan tidak batal. 
6. Menurut Malikiya, gadai berakhir dengan meninggalnya rahin sebelum borg 
diterima oleh murtahin, atau kehilangan ahliyatul ada’, seperti pailit, gila, atau 
sakit keras yang membawa kepada kematian. 
7. Rusaknya borg. para ulama telah sepakat bahwa akad gadai dapat dihapus 
karena rusaknya borg . 
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8. Tindakan (tasarruf) terhadap borg dengan disewakan, hibah, atau shadaqah. 
Apabila rahin atau murtahin menyewakan , menghibahkan, menyedekahkan, 
atau menjual borg kepada pihak lain atas izin masing-masing pihak maka “akad 
gadai menjadi berakhir”.49 
Demikian uraian mengenai gadai (rahn), yang meliputi pengertian, dasar 
hukumnya, rukun dan syarat-syaratnya, hak dan kewajiban, pemanfaatan barang, dan 
berakhirnya akad gadai.  
G. Kerangka Konseptual 
Kerangka konseptual pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada Desa Bajiminasa 
Bulukumba dapat digambarkan dalam bagan kerangka Konseptual sebagaimana 
gambar berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
49 Lihat, Wahbah Zuhaili, Juz 5, h. 288-289 
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Gambar 2.1 Kerangka Konseptual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gadai 
Teori Gadai 
Pelaksanaan Gadai Tanah (Sawah) 
Pada Masyarakat Desa Bajiminasa 
Bulukumba 
 
Hasil Penelitian 
Analisis Pelaksanaan Gadai Tanah 
(sawah) dalam Pespektif Ekonomi 
Islam Pada Desa Bajiminasa 
Bulukumba 
Kesimpulan 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Jenis dan Lokasi Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian 
deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yaitu metode yang didasarkan pada analisis 
dengan pendeskripsian pelaksanaan yang berhubungan dengan masalah yang 
dimaksud sebagai pendukung analisis kualitatif. Metode kualitatif adalah penelitian 
tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, 
kata-kata ditulis dalam kalimat. 
Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian non hipotesis, yang 
memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang 
terjadi. Penelitian ini adalah studi yang meneliti kualitas hubungan aktivitas, situasi 
atau berbagai material. 
Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini terletak pada Desa Bajiminasa 
Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. Waktu penelitian direncanakan ± 2 
bulan. 
B. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. 
Data yang dikumpulkan pada pendekatan ini berupa kata-kata, gambar dan bukan 
merupakan angka-angka. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan 
ekonomi Islam yang memuat tentang pembahasan mengenai gadai (rahn). 
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C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data primer dan data 
sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut : 
1. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 
langsung dari sumber datanya. Data ini berasal dari pengambilan sampel di 
masyarakat Desa Bajiminasa baik berupa data wawancara maupun data tertulis. 
Adapun yang termasuk data tertulis dalam penelitian ini adalah dokumenter. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai 
sumber yang telah ada. Data diperoleh dari buku-buku atau literatur yang 
berhubungan dengan gadai. 
D. Tehnik Pengumpulan Data 
Tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti data pengumpulan data 
adalah sebagai berikut : 
1. Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu teknik pengumpulan data 
dengan menelaah buku-buku literatur, artikel dan karya-karya ilmiah yang 
dianggap sebagai relevensi dengan pembahasan skipsi ini, dengan cara: 
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a. Kutipan langsung, yaitu penulis mengutip suatu pendapat sesuai dengan kalimat 
aslinya dengan sumber buku tanpa ada perubahan sedikitpun di dalamnya (redaksi) 
maupun maknannya. 
b. Kutipan tidak langsung, yaitu penulis menggunakan ide dari suatu pendapat 
kemudian penulis menuangkan dalam redaksi lain tanpa mengurangi arti dan 
maknanya. 
2. Penelitian lapangan (Field Research), yaitu tehnik pengumpulan data dengan 
cara terjun langsung ke lapangan (lokasi) penelitian, dimana penulis langsung 
melakukan penelitian pada objek yang akan diteliti. 
a. Observasi 
Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 
menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi 
merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala 
obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya 
maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan 
realita pelaksanaan gadai (rahn) tanah dalam pespektif ekonomi Islam di desa 
Bajiminasa Bulukumba. 
b. Wawancara 
Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik wawancara 
yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara yang proses memperoleh 
keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka 
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antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 
tanpa menggunakan alat yang dinamakan interview guide (panduan wawancara) 
Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak rahin (penggadai) 
dan murtahin (penerima gadai). 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah “teknik pengumpulan data dengan cara melihat 
dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan), gambar atau foto”.50 
E. Instrumen Penelitian 
Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam 
kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. 
Adapun dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan instrumen penelitian seperti, 
pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam, dan lain-lain. 
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data 
Adapun teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik kualitatif yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan 
induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati 
dengan menggunakan logika ilmiah, serta penekanannya adalah pada usaha 
menjawab pertanyaan penelitian melalui cara-cara berfikir dan argumentatif.  
Adapun teknik analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data 
yang hasilnya digunakan sebagai bukti yang memadai untuk menarik kesimpulan 
                                                          
50 Sutrisnohadi, Metodologi Penelitian (Jogyakarta: PustakaPelajar, 1986), h. 176 
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penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang 
analisis datanya dilakukan dengan cara non statistik, yaitu dengan menggambarkan 
data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah ke dalam kategori-
kategori untuk memperoleh kesimpulan. 
Jadi analisis data kualitatif yaitu setelah data diperoleh, data kemudian diproses 
dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori-teori dan kemudian dievaluasi. 
G. Pengujian Keabsahan Data 
Pengujian keabsahan dalam metode penelitian kualitatif menggunakan validitas 
internal pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas 
eksternal, dan realibilitas pada aspek konsistensi, serta obyektivitas pada aspek 
naturalis. Adapun pada penelitian ini, tingkat keabsahan ditekankan pada data yang 
akan diperoleh pada lapangan tempat meneliti. 
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BAB IV 
PELAKSANAAN GADAI TANAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM 
DI DESA BAJIMINASA BULUKUMBA 
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 
1. Kondisi Geografis 
a. Letak Desa 
Lokasi yang digunakan dalam penelitian adalah Desa Bajiminasa Kecamatan 
Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba. Desa Bajiminasa terletak di sebelah Utara 
Kabupaten Bulukumba dan terdiri dari beberapa dusun yang jaraknya saling 
berdekatan. Jarak antar desa ke kota letaknya cukup jauh, sehingga termasuk ke 
dalam wilayah pedesaan. Berikut ini adalah jarak dari desa ke kota: 
Tabel 4.1 Jarak dan Waktu Tempuh dari Desa ke Kota 
No Uraian Jarak Waktu Tempuh 
1.  
Dari Desa ke Ibukota 
Kabupaten 
25 km 30 menit 
2.  
Dari Desa ke Ibukota 
Kecamatan 
2,5 km 15 menit 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku III Profil Desa, halaman 4 Orbitasi, 2015 
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b. Batas Desa 
Desa Bajiminasa berbatasan dengan desa lainnya yang masih dalam satu 
kecamatan. Adapun batas Desa Bajiminasa, yaitu: 
Tabel 4.2 Batas Desa 
No Batas Desa/Kelurahan 
1.  Sebelah Timur  Desa Bontobangun  
2.  Sebelah Timur Laut Kelurahan Palampang 
3.  Sebelah Selatan  Desa Anrang  
4.  Sebelah Barat   Desa Bontomatene 
5.  Sebelah Utara Desa Bontolohe 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, 2015 
c. Luas Wilayah 
Desa Bajiminasa memiliki luas wilayah desa menurut keterangan sekitar 
1.256 Ha dan 955 Ha/M2 luas wilayah menurut penggunaannya, yang terbagi menjadi 
beberapa bagian, yaitu: 
Tabel 4.3 Luas Wilayah Desa Menurut Keterangan 
No Uraian Jumlah 
1.  Dusun Sapepe 311 Ha 
2.  Dusun Pandang-Pandang 272 Ha 
3.  Dusun Batu Tompo 209 Ha 
4.  Dusun Bonto Baju 228 Ha 
5.  Dusun Pa’lipungang 236 Ha 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku III Profil Desa, halaman 2, Luas Wilayah 
Menurut Keterangan, 2015 
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Tabel 4.4 Luas Wilayah Menurut Penggunaan 
No Uraian Jumlah 
1.  Luas Pemukiman 59,90 Ha/M2 
2.  Luas Persawahan 323,75 Ha/M2 
3.  Luas Perkebunan 395,50 Ha/M2 
4.  Luas Pemakaman 1,3 Ha/M2 
5.  Luas Pekarangan  6,23Ha/M2 
6. Luas Hutan Kemasyarakatan 14723Ha/M2 
7. Luas Taman -- Ha/M2 
8. Perkantoran  0,12 Ha/M2 
9. Luas Prasarana Umum Lainnya 7,20 Ha/M2 
10. Luas Jalan, Sungai, Irigasi 14 Ha Ha/M2 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku III Profil Desa, halaman 2, Luas Wilayah 
Menurut Penggunaan, 2015. 
 
Desa Bajiminasa dipimpin oleh seorang kepala desa yang bernama H. Jufri 
dalam pemerintahannya, kepala desa dibantu oleh 6 orang aparat pemerintahan desa 
dengan jumlah 6 unit kerja, yakni sekretaris desa, seksi pemerintahan, seksi 
pembangunan, kepala urusan keuangan, dan kepala urusan umum. 
2. Kondisi Demografis 
a. Jumlah Penduduk 
Desa Bajiminasa memiliki jumlah penduduk sekitar 3.435 jiwa, yang terdiri 
dari 1.643 jiwa laki-laki dan 1.792 jiwa perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 
(KK) sebanyak “916 KK”,4 untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel halaman 
selanjutnya: 
 
 
                                                          
4Kantor Desa Bajiminasa, Buku IV Profil Desa, Perkembangan Kependudukan, (2015), h. 2 
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Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Desa Bajiminasa Menurut Jenis Kelamin 
No Jenis Kelamin Jumlah (Jiwa) 
1. Laki-Laki 1.643  
2. Perempuan 1.792  
 Jumlah Total  3.435 Jiwa 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku IV Profil Desa, halaman 2, Perkembangan 
Kependudukan, 2015. 
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk 3.435 jiwa 
yang terdiri dari 1.643 jiwa laki-laki dan 1.792 jiwa perempuan, hal ini menunjukkan 
bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan lali-laki. Jumlah 
penduduk tersebut merupakan penduduk dengan usia 0-90 tahun yang merupakan 
penduduk yang sudah nikah dan juga belum nikah. 
b. Mata Pencaharian 
Masyarakat Desa Bajiminasa Kecamatan Rilau Ale’ Kabupaten Bulukumba 
sangat berbeda-beda sesuai dengan struktur mata pencaharian dan jenis. Adapun mata 
pencaharian masyarakat Desa Bajiminasa yaitu: 
Tabel 4.6 Mata Pencaharian 
No Mata Pencaharian Jumlah (Orang) 
1.  Sektor pertanian 1857 
2.  Sektor Peternakan 2440 
3.  Sektor Perikanan 1 
4.  Sektor Industri kecil/kerajinan 25 
5.  Sektor Jasa 116 
6. Jasa Keterampilan dan Angkutan 50 
7. Jasa Keterampilan  82 
 Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku II Profil Desa, Data BPS Penetapan KK 
Miskin Penerima Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT). 
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Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Bajiminasa 
Bulukumba mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan peternak 
c. Pendidikan  
Dibidang pendidikan di Desa Bajiminasa  masih perlu adanya peningkatan 
dan pembenahan. Karena masih banyak anak-anak yang belum sekolah sampai 
tingkat SMA dan SMP, bahkan ada yang tidak tamat SD. Ini disebabkan karena 
kurangnya perhatian masyarakat akan pentingnya pendidikan, di samping itu mereka 
beralasan karena biaya sekolah yang mahal, sekalipun pemerintah telah 
mengeluarkan program wajib belajar sembilan tahun, akan tetapi masih butuh biaya 
untuk membeli perlengkapan sekolah. Sedangkan, masyarakat Desa Bajiminasa rata-
rata bermata pencaharian petani  termasuk di dalamnya buruh tani. Yang mana jika 
bukan musim panen penghasilan mereka di bawah rata-rata. Sehingga banyak anak-
anak yang putus sekolah. Berikut ini tabel jumlah penduduk menurut tingkat 
pendidikan: 
 
 
 
 
 
 
 
 
48 
 
Tabel 4.7 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
No Uraian  
Jumlah 
(Orang) 
1.  Jumlah Penduduk Buta Aksara dan Huruf Latin 122 
2.  Taman Kanak-kanak (TK) dan Kelompok Bermain Anak   73 
3.  Sedang SD/Sederajat 344 
4.  Tamat SD/Sederajat 327 
5.  Tidak Tamat Sekolah Dasar (SD)/Sederajat 203 
6. Sedang SLTP/Sederajat 96 
7. Tamat SLTP/Sederajat 137 
8. Sedang SLTA/Sederajat 51 
9.  Tamat SLTA/Sederajat 133 
10. Tidak Tamat SLTA/Sederajat 209 
11.  Sedang D-2 1 
12. Tamat D-2 47 
13. Sedang D-3 5 
14. Tamat D-3 2 
15. Sedang S-1 62 
16. Tamat S-1 56 
17. Sedang S-2 6 
18 Tamat S-2 5 
Sumber: Kantor Desa Bajiminasa, Buku IV Profil Desa, halaman 16, Pendidikan 
Masyarakat, 2015 
 
d. Agama 
Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba `rata-rata beragama Islam. Namun, 
kebanyakan masyarakatnya masih kurang paham tentang hukum-hukum tetang Islam, 
karena ajaran nenek moyang mereka masih melekat dalam kesehariannya. 
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B. Sistem Pelaksanaan Gadai Tanah (Sawah) pada Masyarakat Desa Bajiminasa 
Bulukumba 
Gadai tanah (sawah) adalah perjanjian yang menyebabkan bahwa tanahnya 
diserahkan untuk menerima sejumlah uang tunai dengan permufakatan bahwa si 
penggadai (rahin) akan berhak mengembalikan tanah itu ke dirinya sendiri dengan 
jalan membayarkan sejumlah uang yang sama. Berdasarkan definisi tersebut, bahwa 
selama uang gadai belum dilunasi maka tanah (sawah) yang digadaikan tetap dalam 
penguasaan si pemegang gadai (murtahin) dan selama itu hasil tanah seluruhnya 
menjadi hak si pemegang gadai (murtahin). 
Ibu Darma (rahin) mengungkapkan: 
karena biaya sekolah, na kalau butuhmi uang, maumi membayar. Na tidak ada 
musim panen, apalagi pekerjaanku petaniji na tidak adami bapaknya juga. Jadi 
terpaksa kodong  di pasanraki (digadaikan) itu sawah... 5 
 
Masyarakat Desa Bajiminasa pada umumnya bermata pencaharian di sektor 
pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim cengkeh. Bila 
tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan 
dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula 
untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti 
butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka 
terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah 
milik mereka sendiri.  
                                                          
5 Darma, Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 12 Agustus 2016. 
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Masyarakat Desa Bajiminasa menyebut gadai dengan sebutan “Sanra” yaitu 
transaksi gadai tanah (sawah) sebagai jaminan dan tanah itu dimanfaatkan oleh 
penerima gadai. Orang yang melakukan gadai disebut “appasangra” 
(penggadai/rahin), sedangkan yang menerima disebut “annyangrai” (penerima 
gadai/murtahin). Adapun mengenai batas waktu pelunasanya biasanya ditentukan 
dalam bentuk tahunan dan tanpa batas waktu tertentu. Seperti yang diungkapkan oleh  
murtahin sebagai berikut: 
Bapak Karis mengtakan: “….. Batas waktunya 3 tahun. Tapi kalaupun sampaimi 
3 tahun na tidak adapi uangnya. Yaa… tetap berlanjut.”6 
Ibu Manika mengatakan: “Tida’. Tida’ adaji perjanjian. Tida’ pake perjanjianji. 
Ituji na ada batas waktuna kalau ada perjanjian. Adapi uangna nabayarki”7 
Namun, apabila sudah sampai batas waktu yang ditentukan, penggadai (rahin) 
belum mampu untuk membayar uang yang dipinjamnya maka penerima gadai 
(murtahin) berhak untuk tetap menahan, mengarap, dan mengambil seluruhnya hasil 
dari tanah (sawah) tersebut. Ada pun mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, 
asalkan uang sudah dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi 
hak pemiliknya. Berdasarkan intervieu rata-rata yang terjadi jika sampai batas waktu 
atau jatuh tempo. Rahin (penggadai) belum mampu untuk membayar hutangnya, 
                                                          
6 Karis, pemegang gadai  (murtahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 13 Agustus 2016. 
7 Manika, pemegang gadai  (murtahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 12 Agustus 2016. 
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maka Murtahin (penerima gadai) masih berhak atas sawah tersebut sampai si rahin 
melunasi pinjamannya.  
Gadai tanah di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan dengan cara perkiraan 
seberapa banyak uang yang akan dipinjam oleh si penggadai (rahin) serta tawar 
menawar antara si penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin). Dan apabila 
dalam akad tidak ditentukan batas waktunya maka gadai tersebut akan berakhir ketika 
rahin melunasi utangnya. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Darma: 
Saya yang datang di rumahnya. Langsungka minta uang, baru kutawarkangngi 
sawahku. Bilang, 20 juta….. jadi uang yang separu itu uang untuk sekolah. Dia 
yang tentukangngi (batas waktu) ka saya tida’ mauka tentukangngi, paling 
kalau adami uangku kukasi keluarmi (dilunasi/berakhirnya gadai). Seandainya 
nda’ di tentukangngi ini kukasi keluarmi. Tapi tiga tahunpi baru bisa di kasi 
keluar, tahun depanpi.8 
 
Praktek gadai di Desa Bajiminasa Bulukumba, proses mu’amalah mulai 
terjadi ketika si A (rahin) mendatangi si B (murtahin) dan menawarkan sawahnya 
sebagai jaminan dengan maksud meminjam sejumlah uang, jika si B setuju maka 
dilakukan perjanjian yang mana di dalam perjanjian tersebut seberapa banyak uang 
yang akan dipinjam dan sampai kapan batas waktunya. 
Proses terjadinya akad gadai  hanya dilakukan secara lisan dengan asumsi 
adanya saling percaya diantara kedua belah pihak. Selain itu terkadang dihadirkan 
pihak lain yang akan menjadi saksi.  
Seperti yang telah dikemukakan tersebut bahwa alasan mereka untuk 
menggadaikan sawahnya adalah karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang 
                                                          
8 Hasil wawancara. 
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mendesak diantaranya biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya. Namun 
kebanyakan dari mereka yang melakukan gadai dengan alasan biaya sekolah. Oleh 
karena itu mereka terpaksa mengadaikan tanahnya (sawahnya) tersebut. 
Dari pihak murtahin ada 2 faktof yang menyebabkan mereka melakukan gadai 
yaitu:  
1. Faktor kebiasaan. 
Karena masyarakat di Desa Bajiminasa sudah terbiasa sejak zaman dahulu 
menggadaikan tanah, apabila ingin memenuhi kebutuhannya yang membutuhkan 
anggaran yang tidak sedikit selalu mengadakan gadai. Sehingga mereka beranggapan 
bahwa hal tersebut sudah menjadi kebiasaan atau sudah terbiasa, maka sudah menjadi 
ketetapan umum bila seseorang berhutang maka harus ada  pegangan (jaminan). 
Dengan demikian pihak yang membutuhkan dana tersebut mereka mendatangi orang-
orang tertentu yang dianggap mampu menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, 
seperti ungkapan yang diungkapkan oleh Ibu Manika (murtahin) di bawah ini: 
“ka dia jugaji yang datang minta uang terus nabilang itu sawahku di sana 
pegang.”9  
Dari komentar tersebut, bahwasanya rahin sendirilah yang datang kepada 
murtahin untuk meminjam uang dan menawarkan sendiri sawahnya untuk digadai 
dan digarap. Dari hal tersebut berarti kegiatan gadai tanah (sawah) di Desa 
Bajiminasa memang sudah menjadi kebiasaan masyarakatnya walaupun tanpa 
diminta oleh si murtahin. 
                                                          
9 Hasil wawancara.  
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2. Faktor ingin menolong 
Berangkat dari rasa tolong menolong, maka si penerima gadai (murtahin) 
meminjamkan uangnya kepada si penggadai (rahin). Karena sebagai rasa 
kebersamaan dalam masyarakat yang didasari tolong-menolong antara sesama 
manusia. Begitu pula sebaliknya bagi rahin merasa bergembira karena mendapat 
pinjaman dalam bentuk gadai, juga sebagai rasa terima kasih telah dipinjamkan uang 
maka mereka rela menyerahkan sawahnya kepada si penerima gadai sebagai jaminan 
dan untuk digarap (dimanfaatkan). Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Karis: 
“Ka butuhki uang do kodong. Jadi, dipinjangiki.”10 
Dari komentar tersebut, dapat dimaknai bahwa alasan penerima gadai 
(murtahin) melakukan gadai karena kasian terhadap rahin sehingga ia ingin 
menolongnya dengan cara meminjamkan uang kepadanya. Dari hal tersebut penulis 
mengambil kesimpulan bahwa dalam melakukan gadai di masyarakat Desa 
Bajiminasa terdapat unsur tolong-menolong.   
Adapun Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin) dan Penerima Gadai 
(murtahin) yaitu: 
1. Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin): 
Hak  penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin). 
b. Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia 
melunasi pinjaman utangnya.  
                                                          
 10 Hasil wawancara. 
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Kewajiban penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). 
b. Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
(murtahin). 
2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin): 
Hak penerima gadai (murtahin) yaitu: 
a. Berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil sawah yang dijadikan jaminan. 
b. Berhak untuk melakukan perjanjian baru dengan orang lain  (bagi hasil) atas 
barang gadai (sawah).   
c. Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah 
ditentukan.  
d. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh 
tempo) oleh pemberi gadai (rahin). 
Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu:  
a. Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas 
terjadinya transaksi gadai. 
b. Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada 
penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya. 
Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi 
dalam pelaksanaan gadai tanah (sawah) di masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba 
dilakukan oleh penerima gadai (murtahin).  
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Bapak Baharuddin (murtahin): “Iya tentumi saya yang kerjai, saya yang 
ambilki hasilnya”11 
Ibu Manika (murtahin): “…. Bukang. Nakerjai orang. Nantipi hasilna baru 
dibagi dua ii”12 
Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh penerima gadai 
(murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau 
orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan 
sipenerima gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan 
sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil 
dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (rahin) 
dengan penerima gadai (murtahin) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. 
Hasil tersebut semuanya diambil oleh penerima gadai (murtahin). Bahkan hasil yang 
telah diambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang 
si penggadai (rahin). Oleh karena itu, pemanfaatan barang gadai (sawah) yang terjadi 
dalam masyarakat di Desa Bajiminasa Bulukumba harus ditinjau ulang karena 
merugikan bagi pemberi gadai. 
 
 
 
                                                          
11 Baharuddin, penerima gadai  (murtahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 13 Agustus 2016. 
12 Manika, penerima gadai  (murtahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 12 Agustus 2016. 
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C. Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai Tanah (Sawah) pada 
Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba 
Gadai merupakan suatu perjanjian atau akad dalam bermu’amalah yang 
dilakukakan oleh dua belah pihak dalam bentuk hutang piutang dengan menyerahkan 
suatu barang sebagai jaminan atas hutang. Perjanjian gadai ini dibenarkan dengan 
firman Allah swt. dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2) ayat 283 yang berbunyi: 
     
   
...  
Terjemahnya: 
Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang 
tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)…13 
 
Pengertian  ٌةَضُْوبْق َّم ٌنَّهَِرف dalam ayat tersebut yaitu barang tanggungan yang 
dipegang (oleh yang berpiutang). Barang tanggungan tersebut dalam masyarakat 
disebut dengan gadai atau jaminan.  
Dari ayat tersebut bila  dicermati maka ‘illat hukum yang terkandung adalah 
adanya faktor kebutuhan, hal ini dapat dijumpai dalam pendapatnya as-Saukani yang 
mengemukakan bahwa “barang siapa dalam perjalanan melakukan perjanjian hutang 
piutang dan tidak dijumpai seorang pun penulis maka untuk meringankannnya 
(hutang piutang) diadakannya jaminan yang dipegang”.14 Jadi adanya utang piutang 
                                                          
13 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara 
Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 2005), h. 49. 
14 Imam Muhammad ‘Ali ibn muhammad as-Saukani, Fath al-Qadir, (Beirut: Dar al-Kutub  
al-‘Ilmiyyah 1410 H/1994 M), h. 383. 
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dengan barang jaminan (gadai) karena adanya kebutuhan yang mendesak. Seperti 
yang diungkapkan oleh Ibu Darma (rahin): 
karena biaya sekolah, na kalau butuhmi uang, maumi membayar kasian. Na 
tidak adak musim panen, apalagi pekerjaanku petaniji na tidak adami bapaknya 
juga. Jadi terpaksa kodong  di pasanraki (digadaikan) itu sawah... 15 
 
Masyarakat Desa Bajiminasa pada umumnya bermata pencaharian di sektor 
pertanian, yang mana mereka mengandalkan musim padi dan musim cengkeh. Bila 
tiba musim panen mereka akan mendapatkan hasil. Dan dari hasil tersebut akan 
dipergunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya selain itu disisihkan pula 
untuk berjaga-jaga akan keperluan nantinya. Namun dalam keadaan mendesak seperti 
butuh biaya untuk sekolahkan anaknya, modal usaha, dan sebagainya, mereka 
terpaksa menggadaikan sawahnya. Sawah yang digadaikan tersebut adalah tanah 
milik mereka sendiri. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwasanya 
praktek gadai itu dibolehkan dalam ekonomi islam karena tujuan mereka 
melaksanakan gadai adalah tolong-menolong tanpa adanya unsur mengambil 
keuntungan semata. Adapun barang yang digadaikannya tersebut adalah tanah 
(sawah) milik mereka sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Menang berikut ini: 
Iya kasihan, saya yang datang tawarkangngi, ka bagaimana kalau tidak 
ditawarki orang na maumaki uang. Kalau maumi membayar anak-anakka na 
tida’ ada laona kodong kunria mammase-mase….. ee bgitu kodongnge “mauki 
ma’gadai sawah ka mauka mappinjam uang malu-maluka do jadi ada anuku ki 
pegang to ee tanahku” bilang “iye’ berapa? Ee berapa tahun?” jadi bilangnga 
tidak perjanjiang jaki do ee kalau ada uangku kukasi maki” bilangnga begitu. 
Tidak ada perjanjiang kalau ada pejanjiang nadapikki  ta’taungna naparelluna 
na ennappa gaga doi’ku, masusasikki to, pakkoroo. Dia yang kerjai, itu sawah 
dia yang kerjai, dia semua yang ambilki hasilna. Ka gadai namanya do….. yang 
                                                          
15 Hasil wawancara. 
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ada waktu itu omnu, ana’-ana’na, dia sama istrina. Atas dasar kepercayaanji do. 
Begitu.16  
 
Maksud dari wawancara dari pihak rahin tersebut bahwasanya pihak rahin 
sendirilah yang datang kepada si murtahin dan menawarkan sawahnya untuk 
digadaikan dengan maksud ingin meminjam uang. Karena ia merasa malu jika hanya 
sekedar meminjam uang dalam jumlah yang cukup besar. Jadi untuk itulah ia 
menawarkan sawahnya sebagai jaminan. Murtahin setuju dan bertanya berapa banyak 
yang ingin dipinjamnya? Dan berapa lama jangka waktunya? Namun si rahin tidak 
menginginkan adanya jangka waktu tertentu. Asalkan ia sudah memiliki uang maka 
ia akan melunasinya dan mengambil kembali sawahnya.  
Dari hal tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam akad tersebut 
telah memenuhi rukun dan syarat gadai sebagaimana dijelaskan dalam pandangan 
ekonomi Islam yaitu aqid ialah orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah 
penggadai (rahin) dan penerima gadai (murtahin) menurut golongan As-Syafi’iyyah 
yaitu rahin dan murtahin cakap berbuat hukum dan keduanya sudah baliqh serta 
berakal. Shighat yaitu berupa ucapan ijab qabul (serah terima antara penggadai 
dengan penerima gadai) atau pernyataan yang disampaikan pada waktu akad 
(contract). Adanyanya barang gadai (marhun), dan Marhun bih yaitu dana atau uang 
yang diperoleh rahin (pemberi gadai) dari murtahin (penerima gadai). Akan tetapi, 
pihak yang melakukan gadai di Desa Bajiminasa pada saat melakukan shigat tidak 
memberi kejelasan akan batas waktu (jatuh tempo) artinya mereka tidak 
                                                          
16 Menang, Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 22 Agustus 2016. 
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mempermasalahkan waktu jatuh temponya. Asalkan ada uang/pinjaman (marhun bih) 
dan barang jaminan (marhun) maka sudah memenuhi syarat gadai.  
Adapun Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin) dan Penerima gadai 
(murtahin) yaitu: 
1. Hak dan Kewajiban Penggadai (rahin): 
Hak  penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berhak untuk mendapatkan sejumlah uang dari penerima gadai (murtahin). 
b. Berhak untuk mendapatkan pengembalian sawah yang digadaikan sesudah ia 
melunasi pinjaman utangnya.  
Kewajiban penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berkewajiban untuk menyerahkan sawahnya dan dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). 
b. Berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
(murtahin). 
2. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (murtahin): 
Hak penerima gadai (murtahin) yaitu: 
a. Berhak untuk memanfaatkan dan mengambil hasil sawah yang dijadikan jaminan. 
b. Berhak untuk melakukan perjanjian baru dengan orang lain  (bagi hasil) atas 
barang gadai (sawah).   
c. Berhak untuk menagih uang pinjaman jika sudah sampai batas waktu yang telah 
ditentukan. 
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d. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman belum dilunasi (jatuh 
tempo) oleh pemberi gadai (rahin). 
 
Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu:  
c. Berkewajiban untuk menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) atas 
terjadinya transaksi gadai. 
d. Berkewajiban untuk mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada 
penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya. 
Mengenai hak dan kewajiban rahin dan murtahin, penulis berpendapat bahwa 
hak dan kewajiban rahin dan murtahin di Desa Bajiminasa tersebut sudah sesuai 
dengan ekonomi Islam. Akan tetapi, masih ada hak dan kewajiban yang belum 
terpenuhi  seperti: murtahin berhak menjual barang gadai apabila telah jatuh tempo. 
Dan rahin berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaiannya, bila dalam 
jangka waktu yang telah ditentukan penggadai (rahin) tidak dapat melunasi uang 
pinjamannya.  
Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa Bulukumba tidak adanya 
penjualan barang gadai (sawah) meskipun telah jatuh tempo karena sudah menjadi 
kebiasaan disana bahwa jika telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk 
membayarnya maka yang terjadi yaitu: murtahin tetap berhak untuk tetap menahan 
dan memanfaatkan sawah tersebut hingga rahin melunasi utangnya. Dan rahin harus 
merelakan sawahnya untuk tetap dimanfaatkan. Karena mereka memang tidak mau 
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menjual sawah tersebut (barang gadai). Seperti ungkapan rahin dan murtahin berikut 
ini : 
Bapak Karis (murtahin): “Ah… siapa yang berani mau jualki sawahnya 
orang… nassami (sudah tentu) tidak mau punyanya jualki sawahnya.”17 
Ibu Dona (murtahin):  
Tidak mau tongma itu ea kalau dijualki sawahku.  Itumi na tidak mauki 
tentukanki waktunya, karena kalau ditentukangngi na kalau nadapatmi jatuh 
temponya na tidak bisa paki lunasiki masusasikki to (bikin susah lagi).18 
 
Dari komentar tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masyarakat Desa 
Bajiminasa tersebut tidak adanya penjualan sawah (barang gadai) karena memang 
rahin tidak ingin menjual tanah (sawah) yang digadaikan tersebut. Karena rahin 
berangapan bahwa sawah (barang gadai) tersebut merupakan salah satu asetnya untuk 
masa depan. Sedangkan apabila dijual maka rahin akan kehilangan sawah (asetnya) 
sepenuhnya.  Dari hal tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa hal ini tidak 
sesuai dengan ekonomi Islam karena pada pembahasan sebelumnya mengenai waktu 
jatuh tempo bahwasanya apabila rahin tidak mampu melunasi utangnya maka 
murtahin boleh menjual barang gadai tersebut dengan catatan: apabila uang hasil 
penjualan barang jaminan tersebut melebihi jumlah utang, maka sisanya harus 
dikembalikan kepada rahin, namun bila kurang dari jumlah utang, maka pihak rahin 
harus menambahinya agar utang tersebut terbayar lunas. Dan apabila rahin tidak mau 
                                                          
17 Hasil wawancara. 
18 Dona, Pihak penggadai (rahin), Masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba. 
Wawancara,Bulukumba, 22 Agustus 2016.. 
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menjual sawahnya (barang gadai) maka murtahin boleh menempuh jalur hukum dan 
hakim yang menjualnya untuk melunasi utangnya (rahin). 
Hasil penelitian yang dilakukan, pemanfaatan barang gadai yang terjadi dalam 
pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba 
dilakukan oleh penerima gadai (murtahin). Seperti ungkapan berikut: 
Bapak Baharuddin (murtahin): “Iya tentumi saya yang kerjai, saya yang 
ambilki hasilnya”19 
Ibu Manika: 
…. Bukang. Nakerjai orang. Nantipi hasilna baru dibagi dua ii kadang-kadang 
ta’dua atau ta’tiga karungku satu kali panen. Kalau musim hujangngi biasa 3 
karung. Ee kalau musim kemarau 2 karung. Tidak kutau juga itu bilang berapa 
lamami kira-kira 5 tahungmi kapang sampai sekarang ku pegang itu sawahna.20 
 
Pemanfaatan barang gadai dikekola atau digarap oleh pemegang gadai 
(murtahin). Selain itu ada pula yang dikelola atau digarap oleh pihak ketiga atau 
orang lain yang dipercaya dengan ketentuan bagi hasil antara penggarap dengan 
pemegang gadai (murtahin). Meskipun demikian kebanyakan sawah yang dijadikan 
sebagai jaminan digarap atau dikelola oleh penerima gadai itu sendiri. Namun hasil 
dari pemanfaatan barang gadai tidak dilakukan bagi hasil antara si penggadai (rahin) 
dengan pemegang gadai (murtahin) setelah dipisahkan dengan biaya pemeliharaan. 
Hasil tersebut semuanya diambil oleh pemegang gadai (murtahin). Bahkan hasil yang 
telah di ambil dari sawah (barang gadai) tersebut biasanya sudah melebihi dari utang 
si penggadai (rahin). Misalnya saja pak U (rahin) menggadaikan sawahnya kepada 
                                                          
19 Hasil wawancara. 
20 Hasil wawancara. 
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ibu M (murtahin) dengan memperoleh utang sebesar 3.500.000 dengan ketentuan 
tanpa batas waktu tertentu. Dan katanya ibu M  sudah mengambil manfaat dari sawah 
tersebut selama kurang lebih 5 tahun. Diketahui satu tahun 2 kali panen. Satu kali 
panen terkadang ia mendapkan hasil 4-6 karung. Jika harga perkarungnya adalah 
350.000. Maka bila dijumlahkan hasil yang di peroleh ibu M sekitar 21.000.000 
belum termasuk laba bersih.  
Menurut pandangan ekonomi Islam mengenai pemanfaatan barang gadai oleh 
murtahin. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya kecuali 
dengan seizin pemilik barang (rahin). Dalam hal ini di Desa Bajiminasa penulis 
berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan sawah (barang gadai) dikarenakan 
pada awal akad rahin telah menyerahkan dan mengizinkan sawahnya untuk di garap 
dan dimanfaatkan oleh murtahin, karena rahin masih ada sumber lain yang bisa 
dipakai untuk melunasi uatangnya tersebut. Dan disisi lain ulama Hanafiyah 
berpendapat bahwa fungsi dari barang gadai (marhun) sebagai barang jaminan dan 
kepercayaan bagi murtahin sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh 
murtahin, apabila barang tersebut tidak dimanfaatkan oleh penerima gadai (murtahin) 
maka berarti menghilangkan manfaat dari barang tersebut, padahal barang itu 
memerlukan biaya untuk pemeliharaan. Hal itu dapat mendatangkan “kemudharatan 
bagi kedua belah pihak, terutama bagi pemberi gadai (rahin)”.21  
                                                          
21Muhammad dan Sholikhul Hadi Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Pegadaian 
Nasional, Edisi 1, (Jakarta : Salemba Diniyah, 2003), h. 76.  
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Batas waktu jatuh tempo mengenai pemanfaatan sawah pada Desa Bajiminasa 
dalam hal pelaksanaan gadai sawah, pada saat tiba masa jatuh tempo dan si rahin 
belum mampu untuk melunasi utangnya, pihak murtahin tetap memanfaatkan dan 
melanjutkan gadai sawah tersebut dan tidak ada penuntutan terhadap rahin untuk 
menjual sawah tersebut. Sedangkan dalam pandangan ekonomi Islam seharusnya 
pada saat telah jatuh tempo dan rahin belum mampu untuk melunasinya maka 
murtahin berhak untuk menuntut sawah (barang gadai) tersebut untuk dijual. Dan jika 
rahin tidak mau menjualnya. Maka, Murtahin boleh menyelesaikan melalui jalur 
hukum. 
Mengenai pelunasan tanpa batas waktu tertentu, asalkan uang sudah 
dikembalikan maka sawah yang digadaikan pun kembali menjadi hak pemiliknya. 
dalam hal ini ekonomi Islam berpandangan bahwa seharusnya ada batas waktu yang 
ditentukan pada saat shigat (serah terima) supaya nantinya lebih memudahkan si 
rahin dan murtahin dalam menyelesaikan gadai sawahnya.   
Adapun hikmah mengenai pelaksanaan gadai. Kedaan setiap orang berbeda, 
ada yang kaya dan ada yang miskin.  Dan terkadang disuatu waktu, seseorang sangat 
membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. 
Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang besedekah 
kepadanya atau meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang 
menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang-orang tertentu yang dianggap mampu 
menolongnya atau menyelesaikan masalahnya, dengan cara menawarkan tanahnya 
(sawah) untuk digadai sebagai jaminan atas utangnya, hingga ia melunasi utangnya. 
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Oleh karena itu, Allah swt. mensyariatkan  ar-rahn (gadai) untuk kemaslahatan orang 
yang menggadai (rahin), pemberi utang (murtahin), dan masyarakat. Untuk rahin, ia 
mendapat keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa 
menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundaan di hatinya. Serta terkadang 
ia bisa membuka usaha dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia bisa 
menyelesaikan masalahnya. Adapun murtahin, dia akan menjadi tenang serta merasa 
aman atas haknya, dan diapun mendapatkan keuntungan syar’i. Bila ia berniat baik, 
maka ia mendapatkan pahala dari Allah swt. Adapun kemaslahatan yang kembali 
kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi muamalah dan saling memberikan 
kecintaan dan kasih sayang diantara manusia, karena ini termasuk tolong-menolong 
dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dalam krisis dan 
memperkecil permusuhan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
Setelah penulis meneliti dan menganalisis pelaksanaan gadai tanah (sawah), di 
Desa Bajiminasa maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai beikut: 
1. Pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba dilakukan 
sejak dahulu dengan alasan persoalan ekonomi. Proses gadainya hanya 
dilakukan secara lisan, yaitu pihak rahin mendatangi dan menawarkan 
sawahnya kepada murtahin untuk digadaikan dengan maksud untuk 
memperoleh pinjaman sejumlah uang, dari pertemuan tersebut rahin dan 
murtahin mengadakan kesepakatan. 
2. Pelaksanaan Gadai sawah di Desa Bajiminasa Bulukumba menurut pandangan 
ekonomi Islam bila dilihat dari  rukun dan syarat gadai  sudah terpenuhi. Akan 
tetapi, dilihat dari segi sighat (penentuan batas waktu) yang tidak 
dipermasalahkan. Sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban gadai dalam 
ekonomi Islam belum terpenuhi sepenuhnya seperti: Apabila telah jatuh tempo 
dan rahin tidak mampu melunasi utangnya. Maka murtahin berhak menjual 
barang gadai tersebut. Sedangkan, yang terjadi di Desa Bajiminasa tidak adanya 
penjualan sawah (barang gadai) meskipun telah jatuh tempo. Tidak adanya 
penjualan sawah (barang gadai), karena rahin memang tidak ingin menjualnya. 
Jadi, pelaksanaan gadai tanah (sawah) di Desa Bajiminasa Bulukumba belum 
sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. 
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B. Implikasi Penelitian  
1. Hendaklah para pemuka masyarakat dalam hal ini adalah para ulama setempat, 
agar lebih sering memberikan pengarahan atau informasi mengenai pelaksanaan 
gadai yang sesuai dengan ekonomi Islam dan tentang cara-cara bermu’amalah 
secara baik dan benar sehingga masyarakat dapat terhindar dari kesalahan. 
2. Kepada Rahin dan Murtahin, selain kepercayaan yang mereka miliki bersama. 
Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) menggunakan catatan yang 
ditanda tangani oleh kedua belah pihak dibawah notaris sebagai bukti otentik 
jika diantara mereka terjadi perselisihan. 
3. Hendaknya dalam bertransaksi gadai tanah (sawah) selain melibatkan pihak 
ketiga (saksi) juga melibatkan pihak pemerintah seperti Kepala Desa dan 
mengarsipkannya. Agar dikemudian hari, apabila terjadi perselisihan lebih 
mudah menyelesaikannya. 
4. Sebagai bahan pembelajaran atau ilmu pengetahuan yang dapat diterapkan oleh 
pembaca dalam melaksanakan gadai khususnya gadai tanah (sawah).   
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PEDOMAN WAWANCARA 
A. Untuk penggadai (rahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan 
tanah? 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  
4. Kapankah barang gadai atau tanah yang digadaikan di serahkan kepada 
murtahin? 
5. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun bih)? 
6. Apakah pihak penggadai (rahin) menentukan batasan waktu dalam 
menggadaikan tanah? 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan 
digadaikan? 
8. Siapakah yang memanfaatkan  barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai (rahin)? 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
11. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai? 
12. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai 
belum melunasi uang pinjaman? Kalau terjadi apakah alasannya? 
13. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
 
B. Untuk pemegang gadai (murtahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam 
melaksanakan akad gadai tanah? 
2. Siapa saja yang terlibatbat dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  
4. Kapankah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang 
digadaikan? 
5. Kapankah murhin menyerahkan marhun bih (uang hasil  gadai) kepada rahin? 
6. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batasan waktu dalam 
transaksi gadai tanah? 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menerimah gadai tanah yang di tawarkan 
oleh rahin? 
8. Siapakah yang memanfaatkan  barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)? 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak murtahin merasa diuntungkan 
atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
11. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai? 
12. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum 
dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin)? Kalau terjadi apakah alasannya? 
13. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
 
 
TRANSKIP HASIL WAWANCARA 
A. Untuk penggadai (rahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara menggadaikan 
tanah? 
Jawaban: Untuk biaya sekolah dan modal usaha (kebutuhan ekonomi yang 
mendesak). 
 
2. Siapa saja yang dilibatkan dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
Jawaban: Saya (penggadai/rahin), pihak pemegang gadai (murtahin) dan 
saksi.  
 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  
Jawaban:  Di rumah murtahin. 
 
4. Kapankah barang gadai atau tanah yang digadaikan di serahkan kepada 
murtahin? 
Jawaban:  Langsung setelah terjadi akad/kesepakatan. 
 
5. Kapan rahin menerima uang hasil dari gadai sawah (marhun bih)? 
Jawaban: Langsung setelah terjadi kesepakatan, ada juga sebagian yang 
memberi tempo (jangka waktu setelah terjadi kesepakatan). 
 
 
 
6. Apakah pihak penggadai (rahin) menentukan batasan waktu dalam 
menggadaikan tanah? 
Jawaban: Tidak menentukan batas waktu, karena kalau saya menentukan batas 
waktu takut kalau sudah jatuh tempo lantas saya tidak mempunyai 
uang untuk menebus tanah (sawah) yang saya gadaikan. 
 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menawarkan tanah yang akan 
digadaikan? 
Jawaban: Saya datang kepadanya dan menawarkan sawah milik saya kepada 
murtahin  untuk digadai. 
 
8. Siapakah yang memanfaatkan  barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
Jawaban: Ya tentu pemegang gadai (murtahin) hal ini sudah menjadi 
konsekuensi dari terjadinya akad gadai tanah (sawah). 
 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penggadai (rahin)? 
Jawaban:  -Hak penggadai (rahin) yaitu: 
a. Berhak mendapatkan sejumlah uang atas gadai sawah. 
b. Berhak mendapatkan pengembalian sawah setelah melunasi uang 
pinjaman.  
-Kewajiban penggadai (rahin) yaitu: 
a. Wajib menyerahkan sawah untuk dimanfaatkan oleh penerima 
gadai (murtahin). 
b. Wajib mengembalikan uang pinjaman kepada penerima gadai 
(murtahin). 
 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak rahin merasa diuntungkan atau 
malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
Jawaban: -Kalau dari segi diuntungkannya, ia merasa di untungkan karena 
mendapat sejumlah uang pinjaman.  
-Merasa di rugikan karena sawah yang digadaikan penggarapan dan 
semua hasilnya di ambil oleh pemegang gadai (murtahin) 
 
11. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai? 
Jawaban: Langsung saja ditentukan. Dan kalau sudah ada sejumlah uang untuk 
melunasinya.  
 
12. Apakah pernah terjadi perjanjian gadai sudah jatuh tempo tetapi penggadai 
belum melunasi uang pinjaman? Kalau terjadi apakah alasannya? 
Jawaban:  Iya, pernah terjadi. Karena saya belum mampu untuk melunasinya 
 
13. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
Alasannya? 
jawaban:  Tidak ada penjualan barang gadai (sawah), karena saya tidak ingin 
menjualnya. 
 
B. Untuk pemegang gadai (murtahin) 
1. Apakah yang menjadi dorongan atau motivasi bapak/ibu/saudara dalam 
melaksanakan akad gadai tanah? 
Jawaban: -Karena dia sendiri yang datang menawarkan sawahnya untuk 
digadai 
-Karena kasihan/mau menolong. 
 
2. Siapa saja yang terlibatbat dalam pelaksanaan akad gadai tanah? 
Jawaban: Saya (penerima gadai), penggadai dan saksi. 
 
3. Kapan dan dimana pelaksanaan akad gadai dilakukan?  
Jawaban: Di rumahku. 
 
4. Kapankah murtahin menerima barang gadai (marhun) atau tanah yang 
digadaikan? 
Jawaban: Setelah terjadinya kesepakatan, langsung menerimanya. 
 
5. Kapankah murhin menyerahkan marhun bih (uang hasil  gadai) kepada rahin? 
Jawaban: Langsung setelah terjadi kesepakatan, ada juga  yang memberi 
waktu tempo. 
 
 
 
6. Apakah pihak penerima gadai (murtahin) menentukan batasan waktu dalam 
transaksi gadai tanah? 
Jawaban: Ada yang menentukan batas waktu dan ada juga yang tidak 
menentukan batas waktu. 
 
7. Bagaimanakah cara bapak/ibu/saudara menerimah gadai tanah yang di tawarkan 
oleh rahin? 
Jawaban:  ya diterima oleh saya sendiri (penerima gadai). 
 
8. Siapakah yang memanfaatkan  barang gadai (sawah) yang digadaikan? 
Jawaban: Saya (pemegang gadai) yang memanfaatkan sawahnya (barang 
gadai). 
 
9. Apakah yang menjadi hak dan kewajiban penerima gadai (murtahin)? 
Jawaban:  -Hak penerima gadai (murtahin) yaitu: 
a. Berhak memanfaatkan dan mengambil hasil sawah (barang 
gadai). 
b. Berhak melakukan perjanjian baru dengan orang lain  (bagi 
hasil) atas barang gadai (sawah).   
c. Berhak menagih uang pinjaman (jatuh tempo).  
d. Berhak untuk tetap menahan barang gadai selama pinjaman 
belum dilunasi (jatuh tempo) oleh pemberi gadai (rahin). 
 
-Kewajiban penerima gadai (murtahin) yaitu:  
a. Wajib menyerahkan uang pinjaman kepada penggadai (rahin) 
atas terjadinya transaksi gadai. 
b. Wajib mengembalikan sawah yang dijadikan jaminan kepada 
penggadai (rahin) jika sudah melunasi pinjaman utangnya. 
 
10. Apakah dalam pelaksanaan gadai tanah pihak murtahin merasa diuntungkan 
atau malah sebaliknya dirugikan? Alasannya? 
Jawaban: Merasa diuntungkan, karena bisa mendapatkan tambahan 
penghasilan. 
 
11. Bagaimanakah cara menetapkan waktu berakhirmya pelaksanaan gadai? 
Jawaban: Langsung ditentukan dengan cara perkirakan. Dan kalau pihak 
penggadai juga sudah mampu untuk melunasinya  
 
12. Apakah pernah terjadi barang gadaian sudah jatuh tempo tetapi belum 
dikembalikan kepada pemilik gadai (rahin)? Kalau terjadi apakah alasannya? 
Jawaban:  Iya, pernah terjadi. Karena penggadai belum melunasi utangnya. 
 
13. Apakah ada penjualan barang gadai (sawah) apabila telah jatuh tempo? 
Jawaban: Tidak ada penjualan barang gadai (sawah), karena saya tidak berani 
untu menjualnya. Dan pihak penggadai tidak ingin menjual barang 
gadainya (sawahnya) tersebut.   
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